POLITIK DAN STRATEGI

A. PENDAHULUAN

Kompetensi

% ompetensi materi instruksional politik dan konstitusi dapat
dirumuskan sebagai;

Bertujuan mengantarkan peserta didik agar dapat berpikir, bersikap
rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual
yang memiliki kesadaran tentang pentingnya politik dan strategi vang
meliputi konstitusi dan sistem politik kenegaraan Indonesia dalam
konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

Indikator
Dengan kompetensi tersebut maka peserta didik diharapkan :
(1). Substansi konstitusi dan tahap-tahap amandemen UUD 1945

(2). Peka terhadap permasalahan pelaksanaan sistem politik dan
kenegaraan Indonesia



Daftar Istilah Kunci
Amandemen = perubahan dalam pasal-pasal UUD 1945

¢ Konstitusi = segala ketentuan dan aturan tentang ketata-
negaraan atau undang-undang dasar
¢ DGHE = Directorate General of Higher Education
e Doktrin = Ajaran dari suatu rezim yang dianggap benar
sehingga harus dipatuhi
HELTS = Higher Education Long Term Strategy
Issue = Berita yang belum belum tentu kebenaranya
sehingga harus dibuktikan.

Seperangkat tindakan cerdas yang harus

dimiliki peserta didik.

e Visi = Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
Misi Penjabaran operasional dari visi

e Premise Pernyataan awal dari suatu fakta

e Kompetensi

B. SISTEMKONSTITUSI

Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Perancis {(constituer) yang
berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah
pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu
negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemah-
an istilah dari bahasa Belanda Grondwet. Perkataan wer diterjemahkan
ke dalam Bahasa Indonesia sebagai undang-undang dasar, dan grond
berarti tanah atau dasar.

Di Negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris dipakai
istilah Constitution yang diartikan dalam Bahasa Indonesianya sebagai
konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek dapat diartikan lebih
luas daripada pengertian Undang-undang Dasar. Dalam IImu Politik,
Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari
peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
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mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari
dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang
berarti “bersama-sama dengan..."”, sedangkan statuere mempunyasi arti
berdin. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu
agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk
tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-
sama dan bentuk jamak dari jonstitusi berarti segala yang ditetapkan.

1. Substansi Konstitusi

Para sarjana ada yang membedakan arti konstitusi dengan
undang-undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya.
L.J.Van Apeldoorn membedakannya Konstitusi (constitution) adalah
memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan
undang-undang dasar (grondwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.
Sri Soemantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek
ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indo-
nesia.

Menurut E.C.S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah
naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pckoknya cara
kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai ke-
kuasaan atau organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat
dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan
bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan,
misalnya antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-
undang dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan
ini kerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubung-
an-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.
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Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga,
yaitu;

1) konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam ma-
syarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan
sosiologis).

2) Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam
masyarakat. (mengandung arti hukum atau yuridis).

3) Konstitusiadalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-
undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan
asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas),
hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia). Dengan demikian
konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan
melalui hukum yang menetapkan:

a) pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen.
b) Fungsi-fungsi dari alat-alat perlengakapan negara.
c) Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
konstitusi meliputi peraruran tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang
dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian konstitusi
dapat diartikan sebagai berikut:

1) suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pem-
batasan kekuasaan kepada para penguasa.

2) Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya
dari suatu sistem poliotik.

3) Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.

4) Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Apakah substansi atau muatan atau isi dari sebuat konstitusi
negara. Secara khusus dan mendasar dar konstitusi harus sesingkat
mungkin untuk menghindari berbagai kesulitan bagi pembentuk
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undang-undang dasar dalam memilih mana yang penting dan mana
yang harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu
sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang melak-
sanakan maupun pihak yang akan dilindung. Pada hakikatnya
konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

1y

2)

3

adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga
negaranya,
ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fun-
damental,

-adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang

juga bersifat fundamental.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, setiap undang-undang

dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a)

organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif,
eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasan antara pemerintah
pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau negara bagain,
prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah
satu badan pemerintah dan sebagainya. Konstitusi dianggap sebgai

"~ kesatuan yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan

b)

semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara. Dalam
konstitusi terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem
pemerintahan dari negara tersebut. :

Hak-hak asasi manusia. Jaminan akan hak asasi manusia harus
tedapat dalam suvatu konstitusi, karena kelahiran konstitusi itu
sendiri tidak lepas dari usaha perubahan dari negara yang otoriter
kepada negara yang menjamin hak-hak rakyat. Oleh itu itu
konstitusi harus berisi jaminan terhadap hak-hak rakyat tidak akan
dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.

Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi suatu negara
dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masya-
rakatnya kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan
akibat dari pembangunan, modernisasi dan munculnya per-
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kembangan baru dalam ketatanegaraan, oleh sebab itu suatu
konstitusi harus terbuka dalam menerima setiap perubahan zaman.

d) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari
undang-undang dasar, seperti dalam UUD 1945 dilarang merubah
bentuk negara Kesatuan. Ketentuan ini diperluakan untuk
menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan suatu negara,
sehingga ada hal yang prinsip tidak boleh dirobah sekalipun zaman
telah mengalami suatu perubahan.

Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi
konstitusional, Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas
yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Caranya
yang efektif adalah dengan membagi kekuasan. Konstitusi merupakan
perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus
ditaati oleh rakyat dan penguasanya.

Di negara-negara komunis, undang-undang dasar mempunyai
fungsi ganda, yaitu mencermikan kemenangan yang telah dicapai dalam
perjuangan ke arah masyarakat komunis dan merupakan pencatatan
formal dan legal dari perjuangan yang telah di capai, dan undang-undang
dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan
masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya.
Jadi undang-undang dasar mengikuti perkembangan ke arah terbentuk-
nya masyarakat komunis dan diganti setiap kali dicapainya suatu tahap
yang lebih maju.

2. Tahap-Tahap Amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
Sebelum membicarakan tentang tahap-tahap amandemen UUD
1945, terlebih dahulu kita membicarakan tentang sistem dan prosedur
amandemen UUD. Secara umuimn sistem yang dianut oleh negara-negara
dalam mengamandemen UUD-nya dapat dibedakan menjadi dua
sistemn, yaitu:
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Sistem Eropa Kontinental, yaitu amandemen dengan membuat
UUD yang baru secara keseluruhan. Penganutnya adalah belanda,
Jerman dan Perancis,

Sistem negara-negara Anglo-Saxon (Amerika), yaitu apabila
konsitusi berubah maka yang asli tetap berlaku, yang mana per-
ubahan itu sebagai lampiran dari konstitusinya.

Indonesia menganut sistem yang berkembang di negara Anglo-

Saxon (Amerika) dengan alasan:

1.

" Perubahan UUD itu tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan

beberapa pasal yang nyata-nyata dipandang sudah tidak sesuai
dengan keadaan atau berseberangan dengan tuntutan reformasi.
Pasal-pasal hasil amandemen masih merupakan bagian dari UUD
aslinya, sehingga tidak ada distorsi sejarah antara konstitusi asli
dengan hasil perubahannya.

Ada beberapa pendapat para ahli ketatanegaraan tentang

prosedur perubahan UUD, yaitu:

George Jellinek, membedakan cara perubahan UUD dibedakan atas:

Cara sengaja sesuai dengan ketentuan dalam UUD.

Cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam UUD-
nya melainkan dengan prosedur istimewa, seperti Revolusi, coup
d’etat, convensi dan sebagainya.

C.F. Strong, menyebutkan empat cara perubahan UUD, yaitu:
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Dirubah oleh legislatif dengan persyaratan khusus.

Perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melalui referendum.
Dalam negara federal perubahan itu disetujui oleh negara-negara
bagian.

Perubahan melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara
yang dibentuk untuk itu,



K.C. Wheare, menyehutkan empat cara merubah UUD, yaitu:

¢ Beberapa ketentuan bersifat primer yang disebabkan oleh faktor
ekonomi, politik, hukum, sosial dil.

¢ Perubahan yang diatur oleh konstitusi, yaitu perubahan melalui
legislatif biasa sebagaimana diatur dalam UUD.

e Penafsiran secara hukum, yang dilakukan oleh badan peradilan
tanpa perubahan kata-kata UUD.

¢ Praktek biasa dan konvensi yang terdapat dalam bidang ketata-
negaraan. Dapat memberlakukan kebiasaan dalam penyelenggara—
an negara (konvensi).

Perubahan UUD 1945 tidak semata-mata ditentukan oleh
kekuatan hukum mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan
oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang sedang bergulir di era
reformasi. Apabila mengikuti prosedur hukum, maka harus terlebih
dahulu dilakukan referendum dan barulah MPR melakukan perubahan
sesuai pasal 37 UUD 1945 setelah rakyat menyetujui 90% suara.

Kenapa UUD 1945 di Amandemen?

Setelah mengenal perubahan konstitusi serta prosedur per-
ubahannya, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana
dengan UUD 1945? Apakah UUD 1945 memberikan peluang bagi
terlaksananya perubahan? Jika perubahan itu dimungkinkan, apakah
menganut perubahan sistem penggantian (remewa!) atau amandemen
(perubahan pasal-pasalnya).

Jika diamati, dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal yang
berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37 UUD yang
mengandung 3 norma, yaitu:

1) wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR

2) mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota MPR hadir.

3) Putusan perubahan disetujui 2/3 dari jumlah yang hadir,
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Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto terbuka kesempatan

para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945
untuk dilakukan amandemen. Beberapa pakar yang mengumakan
perlunya perubahan UUD 1945 antara lain:

Laica Marzuki (1999) berpendapat bahwa dalam menuju Indo-

nesia baru yang demokratis, perlu UUD 1945 diamandemen dengan
pertimbanganya adalah:

1.

UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI
mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rapatnya, ter-
tanggal 18 Agustus 1945, di gedung Pejambon, Jakarta, Ketua
PPKI Ir. Sukarno mengemukakan bahawasanya UUD yang disah-
kan rapat adalah UUD yang bersifat sementara dan kelak dibuat
UUD yang lebih lengkap dan sempuma.

UUD 1945 menumbuhkan figur Presiden yang diktatorial, hal
ini terlihat dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Suharto untuk
memegang jabatan Presiden selama 32 tahun. Belajar dari sejarah
Amerika dimana Konstitusi Amerika (1787) semula tidak mem-
batasi masa jabatan Presiden, namun mengalami perubahan yang
disetujui oleh Kongres 12 Maret 1947 yang membatasi jabatan
Presiden dua kali empat tahun.

Mahkamah Konstitusi dibekali hak menguji undang-undang (Ju-
dicial Review), dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam sistem
pemerintahan Presidensial membutuhkan perimbangan kekuasaan
yang cukup kuat pula di pihak Mahkamah Konstitusi, yakni
membekali Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan pengujian
(toetsing) terhadap undang-undang (Judicial review). Sedangkan pasal
26 ayat (1) dengan undang-undang No.14 tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menurut sama sekali ke-
mungkinan MA melakukan pengujian tethadap peraturan di bawah
undang-undang.

Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, mem-
berikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada Presiden, baik sebagai
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Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga hasilnya
justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde lama. Kenyata-
an ini menurut Muchsan (1999. 3-7) atas dasar indikator sebagai
berikut:

1) Dengan adanya fusi antar partai politik sehingga hanya dua partai
politik dan satu Golkar membrangus sistem demokrasi,

2) adanya single majority pada, sama dengan one party system,

3) Secara material Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas,
meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,

4) Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemi-
kian rupa, sehingga tidak berdaya; '

5) MPR yang merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan
merubah UUD;

6) Secara material jabatan Presiden tidak terbatas;

7) Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain melakukan politik “yes

"

Hien .

Berdasarkan indikator itu menurut Prof. Muchsan (1999) ada
sesuatu yang salah dalam UUD 1945. “ Something wrong” yang terdapat
dalam UUD 1945 mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan ber-
negara, antara lain mengenai (1) pengaturan system demokrasi, (2)
sistem pemerintahan, (3) pembagian kekuasaan, (4) pengaturan Pre-
siden dan Wakil Presiden, dan (5) pengaturan tentang hak asasi ma-
nusia. Pengaturan UUD 1945 yang sangat fleksibel ini mudah sekali
muncul penafsiran yang subyektif. Sehubungan dengan itu UUD 1945
sebagai hukum dasar negara harus diganti dengan UUD yang baru,
tidak cukup hanya dilakukan amandemen. UUD yang baru harus di-
rumuskan secara rigid, sehingga tidak menimbulkan celah bagi inter-
pretasi yang salah. Menurut Muchsan penggantian ini harus dilakukan
terhadap batang tubuh dan penjelasannya, sedangkan pembukaannya
yang memiliki nilai filosofis dapat dipertahankan, sedangkan untuk
menyusun UUD yang baru sebagai pengganti UUD 1945, negara RI
memilih cara pembentukkan lembaga Mahkamah Konstitusi.
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Sedangkan menurut pakar Moh. Mahmud MD (1999) ber-
dasarkan berbagai studi tentang UUD 1945 tercatat kelemahan-ke-
lemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin lahirnya
pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu:

Tidak ada mekanisme chek and balances,

Terlalu banyaknya atribut kewenangan,

Adanya pasal-pasal yang multitafsir,

Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara negara).

Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang ber-
kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, salah satu aspirasi yang
terkandung di dalam semangat reformasi adalah melakukan aman-
demen terhadap UUD 1945, maka pada awal globalisasi MPR telah
mengeluarkan seperangkat ketetapan secara landasan konstitusional-
nya, yaitu:

e Pencabutan ketetapan MPR tentang Referendum (dengan Tap.
No.VIII/MPR/1998).

e Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Tap.
No.XIII/MPR/1998).

Pernyataan Hak Asasi Manusia (Tap. No.XVII/MPR/1998).

e Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 dan
Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara
(Tap.No. XVIII/MPR/1998).

e Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.

e Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (Tap.
No. III/MPR/2000).

e Perubahan Ketiga pada tanggal 1-10 Nopember 2001 dan

¢ Perubahan keempat (terakhir) UUD 1945 1-11 Agustus 2002.

Dengan disahkannya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR pada tahun 2002
merupakan sebuah lompatan besar ke depan bagi Bangsa Indonesia,
karena Bangsa Indonesia telah mempunyai sebuah UUD yang lebih
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sempurna dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya, Kalaupun
nantinya ditemukan idanya kekurangsempurnaan dalam rumusan
perubahan UUD 1945 yang baru, harus diakui tidak ada pekerjaan
manusia yang sempurna di mana pun. Komisi Konstitusi akan segera
menyempurnakan perubahan UUD itu. Dengan pengesahan Perubahan
UUD 1945 MPR telah menuntaskan reforrasi konstitusi sebagai suatu
langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi
konstitusi yang demokratis, sesuai dengan semangat zaman yang me-
wadahi dinamika perkembangan zaman. Perubahan itu suatu lembaran
sejarah lanjutan setelah Bung Kamo dan Bung Hatta dan rekan-rekanya
berhasil menegaskan UUD 1945 dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI.

Pembentukan Komisi Konstitusi adalah suatu hal yang urgen
dalam negara yang mengalami perubahan dan transisi. Di berbagai
negara berkembang yang mengalami transisi reformasi seperti Indo-
nesia juga dibentuk Komisi Konstitusi. Sebagai perbandingan
bagaimana kedudukan dan fungsi dari komisi tersebut dapat dilihat
dari matrik berikut:

Hasil sidang tahunan MPR 2002 (lima tahun setelah

Indonesia
gerakan reformasi),
Tugas: mengkaji perubahan UUD 1945
Susunan, kedudukan, kewenangan, anggota ditentukan
BP-MPR.
Filipina Keinginan Presiden Corazon Aquino hasil people power.

Membentuk konstitusi baru yang menjadi hukurmn tertinggi.
Berwenang penuh menghimpun pendapat dan menyusun
draf.

Thailand Rekomendasi dari Komisi Pengembangan Demokratisasi.
Mempercepat proses reformasi politik. Berwenang penuh
menghimpun pendapat dan menyusun draf.

Afrika Kebfjakan pemerintah baru, nonrasis, Nelson Mandela.

Selatan Reformasi secara keseluruhan dengan konstitusi baru.
Berwenang penuh menghimpun pendapat dan menyusun
draf.
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3. Perilaku Konstitugional Dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara

Sebelum membahas perilaku konstitusional dalam kehidupan
berbangsa dan bernegera, maka terlebih dahulu kita coba memahami
arti konstitusi. Kata konstitusi secara berasal dari bahasa Perancis,
Constituir, yang artinya membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan,
konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti
peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara. Dalam
bahasa Belanda, Konstitusi dikenal dengan istilah Gromdwet, artinya
undang-undang dasar. Jadi konstitusi adalah aturan-aturan dasar dan
ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan
struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama
antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Adapun tujuan adanya konstitusi adalah:

1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap
kekuasaan politik.

2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.

3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam
menjalankan kekuasaannya.

Arti pentingnya konstitusi bagi negara adalah bahwa dalam
negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional,
undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi
kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan
kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian
diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Konstitusi yang demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar
demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:

a. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan,
b. Mayoritas berkuasa dan adanya jaminan bagi pemegang hak
minoritas,
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¢. Pembatasan pemerintahan dan pemisahan kekuasaan negara yang
meliputi:
1) pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
2) Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan,
3) Proses hukum, dan _
4) Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan
kekuasaan.

Prinsip-prinsip konstitusi demokratis merupakan refleksi dari nilai-nilai
dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar,
hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak-hak individu, hak keadilan,
hak persamaan, hak keterbukaan dan lain-lainnya.

Nilai Konstitusi Dalam negara
Konstitusi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara
tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang
sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Undang
undang dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus
tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi
sebagai sebagai dokumen formal yang bersisi sebagai berikut:
Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
¢ Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik
untuk waktu sekarang maupun di masa depan.
e Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketata-
negaraan bangsa yang hendak dipimpin.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasan negara dilakukan
berdasarkan hukum dasar (dro# constitusional), dimana undang-undang
dasar dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi, sehingga kons-
titusi mempunyai kedudukan atau sederajat supremasi dalam suatu
- negara. Maksud supremasi konstitusi yaitu di mana konstitusi mem-
punyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pada intinya
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kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa di bedakan kepada dua
aspek, yaitu:

1. Aspek Hukum

Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi
dan aturan hukum yang ada karena beberapa pertimbangan, yaitu.

¢ Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang atau
Lembaga Negara.

s Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat dan
kekuatan berlakuknya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan
untuk kepentingan rakyat pula.

Konstitusi dibuat oleh badan yang diakui keabsahannya

e Daya ikatnya bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada

penguasa dan pembuat konstitusi itu sendiri.

2, Aspek Moral

Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai
yang bersifat universal. Moral dan nilai-nilai universal setiap waktu
dapat mengontol konstitusi agar konstitusi dapat menyesuaikan-
nya. Contohnya konstitusi yang melegalisir sistem apartheid
dengan sendirinya ia bertentangan dengan moral dan akan men-
dapat kritik dan sorotan dari masyarakat secara umum.

Adapun motif politik yang menonjol dari penyusunan UUD
menurut Bryce adalah sebagai berikut:

a. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk
mengendalikan tingkah laku penguasa.

b. Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang
ada dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan
perbuatan sewenang-wenang dari pengrasa di masa depan.

c. Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin
atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam
bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh warga
negara,
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d. Hasrat dari masyarakat — masyarakat yang terpisah untuk
menjamin aksi bersama yang efektif dan bersamaan dengan
itu berkeinginan tetap mempertahankan hak serta
kepentingannya sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu Bryce menyatakan bahwa undang-undang dasar dibuat
secara sadar sebagai perangkat kaidah fundamental yang mempunyai
nilai politik lebih tinggi dari jenis kaidah yang lain karena menjadi
dasar bagi seluruh tata kehidupan bernegara, sehingga tata hukum harus
sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk memahami dinamika
pelaksanaan UUD 1945, yang meliputi:

o  Masa awal kemerdekaan
e  Masa Orde Lama

o  Masa Orde Baru

e  Masa Era Global

Undang-Undang Dasar 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun
waktu, yaitu: Pertama sejak ditetapkannya oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yang
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 tanggal 10 Oktober diberlaku-
kan surut mulai tanggal 17 Agustus 1945, sampai dengan berlakunya
Konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember
1949, Kedua adalah dalam kurun waktu sejak diumumkannya Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang, dan ini terbagi pula atas
masa Orde Lama, masa Orde Baru dan masa era global. Dalam kurun
waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu kita telah mencatat
pengalaman tentang gerak pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945 itu. Berikut ini akan kita bahas
pelaksanaan UUD 1945 itu dalam dinamika ketata negaraan RI.
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MASA AWAL KEMERDEKAAN

Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945,
makamulai saat itu berlaku tata hukum baru yang bersumber dari
proklamasi kemerdekaan Indonessia dan tidak berlaku lagi tata hukum
lama (zaman kolinial). Untuk mengganti seluruh tata hukum
peninggalan kolonial dalam UUD 1945, Pasal II Aturan Peralihan
dinyatakan “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih
langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini”.

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dalam gerak pelaksana-
annya pada kurun waktu 1945 — 1949, jelas tidak dilaksanakan dengan
baik, karena kita memang sedang dalam masa pancaroba, dalam usaha
membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di-
proklamirkan, sedangkan pihak kolinial Belanda justru ingin menjajah
kembali Indonesia yang telah merdeka. Segala perhatian bangsa dan
negara diarahkan untuk memenangkan Perang Kemerdekaan. Oleh
karena itu dalam pelaksanaanya UUD 1945 terjadi penyimpangan—
penyimpangan konstitusional.

Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditetapkan dalam
UUD 1945 jelas belum dapat dilaksanakan. Dalam masa ini sempat
diangkat anggota DPA Sementara, sedangkan MPR dan DPR belum
sempat dibentuk. Waktu itu masih diberlakukan ketentuan Aturan
Peralihan pasal IV yang menyatakan bahwa :"Sebelum Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini,
segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite
Nasional”.

Penyimpangan konstitusional yang dapat dicatat dalam kurun
waktu 1945 — 1949 itu. Pertama, berubahnya fungsi Komite Nasional
Pusat dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut menentukan garis-garis besar dari haluan negara
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berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945.
Kedua, berdasarkan perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi
Kabinet Parlementer. Berdasarkan usul Badan Pekerja Komite
Nasional Pusat (BP-KNIP) tanggal 11 November 1945, yang kemudian
dinyatakan oleh Presiden dan diumumkan dengan Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem Kabinet Presidensial
berdasarkan UUD 1945 diganti dengan sistem Kabinet Parlementer.

Kemudian pada tanggal 3 November 1945 atas usul BP-KNIP,
pemerintah mengeluarkan suatu Maklumat, yang ditanda tangani oleh
Wakil Pressiden, tentang pembentukan partai-partai politik. Tujuan
Pemerintah ialah agar dengan adanya partai-partai politik itu dapat
dipimpin segala aliran paham yang ada di masyarakat ke jalan yang
teratur. Maklumat ini ikut memperkuat kedudukan sistem kabinet
Parlementer.

Penyimpangan UUD 1945 ,
Menurut Pasal 4 dan 17 UUD 1945 telah menunjukan bahwa
UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidential. Presiden
memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat serta memperhenti-
kan para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
Atas dasar itu maka pada tanggal 2 September 1945 dilantik kabinet
- yang pertama negara Republik Indonesia, yaitu Kabinet yang akan
membantu Presiden dan wakilnya dalam menyelenggarakan peme-
rintahan. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP meng-
usulkan kepada Presiden agar sistem pertanggungjawaban menteri
kepada patlemen dengan pertimbangan sebagai berikut:
e Dalam UUD 1945 tidak terdapat satu pasal pun yang mewajibkan
atau melarang menteri bertanggung jawab,
e Pertanggungjawaban kepada badan perwakilan rakyat itu adalah
suatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat.
e Usul Badan Pekerja KNIP itu diterima oleh Presiden dengan
mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945,
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Konsekuensi dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut ialah
system pemerintahan Presidensial diganti menjadi sistem peme-
rintahan berdasarkan parlementer. Di sinilah letak penyimpangan
konstitusional yang prinsipil karena maklumat tersebut melanggar
pasal 17 UUD 1945.

Masa Orde Lama

Pada Bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pe-
milihan umum, masing-masing untuk memilih anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Tugas Konstituante
adalah untuk membuat suatu Rancangan Undang-Undang Dasar
sebagai pengganti UUDS 1950, yang menurut Pasal 134 akan ditetap-
kan selekas-lekasnya bersama-sama dengan Pemerintah.

. Untuk mengambil putusan menganai Undang-Undang Dasar
maka pasal 137 UUDS 1950 menyatakan bahwa:

1) Untuk mengambil putusan tentang rancangan undang-undang dasar
baru maka sckurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante
harus hadir;

2) Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir;

3) Rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan
kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah;

4) Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta
mengumumkan undang-undang dasar itu dengan keluhuran.

Dekrit oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada
UUD 1945. Dalam keadaan seperti itu, yang menurut Kepala Negara
menimbulkan kedaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan
dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, maka tindakan Presiden
mengeluarkan Dekrit Presiden tersebut dibenarkan berdasarkan hukum
darurat negara (staatsnoodrecht).
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Diktum Dekrit Presiden itu berbunyi:

1. menetapkan pembubaran kontitiante,

2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi
segenab Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku
lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950;

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang
terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggara-
kan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sejak 5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sejak itu telah cukup
banyak pengalaman yang kita peroleh dalam melaksanakan UUD
1945. Apabila dilihat pelaksanaan UUD 1945 untuk kurun waktu
antara 1959 — 1965 (Orde Lama), lembaga-lembaga negara seperti
MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan undang-
undang seperti yang ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga
negara tersebut masih dalam bentuk sementara. Belum lagi jika kita
mengupas tentang berfungsinya lembaga-lembaga negara tersebut telah
sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Dalam masa Orde Lama itu Presiden, selaku pemegang kekuasa-
an eksekutif, dan pemegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat telah menggunakan kekuasaannya dengan
tidak semestinya. Presiden telah mengeluarkan produk legislatif yang
pada hakikatnya adalah undang-undang (sehingga sesuai UUD 1945
harus dengan persetujuan DPR) dalam bentuk penetapan Presiden,
tanpa persetujuan DPR. Selain itu terdapat pula penyimpangan-
penyimpangan lain, antara lain:

e MPR, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah mengambil
putusan menetapkan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959
yang berjudulan” Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang lebih
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dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)
sebagai GBHN bersifat tetap, yang jelas bertentangan dengan
ketentuan UUD 1945.

e MPRS telah mengambil putusan mengangkat Ir.Soekarno sebagai
Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan
UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan Presiden lima tahun.

¢ Hak budget DPR tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 Peme-
rintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN untuk
mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran
yang bersangkutan. Dalam tahun 1960, karena DPR tidak dapat
menyetujui Rancangan Pendapat dan Belanja Negara yang diajukan
oleh pemerintah, maka Presiden waktu itu membubarkan DPR
hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dan membentuk DPR- Gotong
Royong (DPR-GR)

¢ Pimpinan Lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri
negara sedangkan Presiden sendiri menjadi anggota DPA, yang
semuanya tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Penyimpangan ini jelas bukan saja mengakibatkan tidak ber-
jalannya sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945, melainkan juga
telah mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan
serta terjadinya kemerosotan ekonomi yang mencapai puncaknya de-
ngan pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S
PKI). Pemberontakan tersebut dapat digagalkan melalui kekuatan-
kekuatan yang melahirkan pemerintahan Orde Baru.

Masa Orde Baru

Gagalnya memperebutkan kekuasaan oleh G30S PKI itu telah
dapat diungkapkan dan dibuktikan, baik melalui sidang pengadilan
maupun bahan dan keterangan lainnya, bahwa PKI lah yang men-
dalangi secara sadar dan berencana coup d’etat itu. Keadaan semakin
meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendali-
kan. Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyam-
paikan “Tri Tuntutan Rakyat” (Trtura), yaitu:
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. Bubarkan PKI; -~
2. Bersihkan Kabinet dari unsure-unsur PKI;
3. Turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi.

Pengemban Supersemar telah membubarkan PKI dan ormas-
ormasnya dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan dalam
berbagai bidang selama pemerintahan Orde Lama dengan yang
konstitusional, yaitu melalui Sidang MPRS yang telah menghasilkan:

a. Pengukuhan Supersemar (Tap. No.IX/MPRS/1966)

b. Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya (Tap. Mo. XXV/MPR/
1966)

c. Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri
RI (Tap. No. XII/MPRS/1966)

d. Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Bidang Ekonomi,

©  Keuangan dan Pembangunan (Tap. No. XXIII/MPRS/1966)

e. Pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden
Soekarno (Tap. No. XXXIII/MPRS/1967)

f. Pengangkatan Suharto Sebagai Presiden sampai terpilihnya
Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum (Tap. No. XLIV/
MPRS/1968).

Dalam rangka pembentukan kelembagaan negara MPR, DPR,
DPA, BPK dan MA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Daar
1945, yang dilakukan dengan undang-undang. Oleh sebab itu
Pemerintah bersama DPR mengeluarkan undang-undang, yaitu:

1. UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum,

2. UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD.

3. UU No. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung,
kemudian dirubah dengan UU NO.4 tahun 1978.

4. UU No. 5 tahun 1973 tentang Sussuan dan Kedudukan Badan
Pemeriksa Keuangan.

5. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan kerja bagi

92 Pendidikan Kewarganegaraan



Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan Lainnya, sedangkan
mengenai Mahkamah Agung pengaturannya terdapat di dalam UU
No. 14 tahun 1985.

Konsensus nasional ini telah mewarnai pelaksanaan demokrasi
di negara Republik Indonesia sepanjang pemerintahan Orde Baru se-
hingga pelakssanaan UUD 1945 lebih cenderung berpihak kepada rejim
yang berkuasa apabila dibandingkan upaya menegakkan kedaulatan
rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD
1945 itu sendiri, Pemerintahan Orde Baru telah banyak melakukan
peyimpangan dalam pelaksanaan pemilu, antara lain:

a. Campurtangan birokrasi terlalu besar dalam mempengaruhi pilihan
rakyat,

Panitia pemilu tidak independen, memihak salah satu kontestan,
Kompetisi antar kontestan tidak leluasa,

Rakyat tidak bebas mendiskusikan dan menentukan pilihan,
Penghitungan suara tidak jujur,

Kontestan tidak bebas kampanye karena dihambat aparat
keamanan/perizinan. (lihat.Eep Saefulloh Fatah.1997: 22-23).

Mengingat pemilu adalah titik awal dari pembentukan sebuah
pemerintahan demokrasi, maka kelemahan dan praktek pemilu
membawa kinerja sistem politik, yaitu tercipta perwakilan politik yang
kurang kondusif bagi demokrasi. Wakil rakyat lebih cenderung loyal
kepada parpol yang menunjuknya menjadi wakil rakyat ketimbang
pada rakyat pemilih (tipe partisan). Akibat pemilu Orde Baru kepada
DPR menyokong pembatasan kapabilitas politik legislatif itu, sehingga
penggunaan hak-hak DPR, seperti hak inisiatif dan fungsi pengawasan
menjadi lemah. Kenyataan ini makin memperkuat eksekutif sebagai
pemilik pusat kekuasaan yang mengatasi legislatif.

me A0 o

Ekses pemilu yang juga fundamental adalah terbentuknya format
“demokrasi” ala Orde Baru yang khas. Sebuah model “demokrasi terpimpin”
yang dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan politik pada puncak ke-
kuasaan. Pada saat yang sama struktur kekuasaan macam itu melebur
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kekuasaan eksekutif -dan pengontrolannya (legislatif dan yudikatif)
ke dalam satu saluruan kekuasaan. Model demokrasi seperti ini dapat
dinamai mode! “demokrasi terpimpin konstitusional”. Sebuah reinkar-
nasi model demokrasi terpimpin yang telah direparasi aspek yurudis-
formalnya sehingga menjadi konstitusional. Demokrasipun cenderung
berhenti di tingkat slogan dan simbolik, lalu tercegah untuk bekerja di
tingkat praksis (1997: 26).

Alokasi nilai dibidang politik dalam melaksanakan UU No.1
tahun 1983 tentang susunan dan kekdudukan MPR/DPR Presiden
Suharto melakukan;

1. Menerapkan penelitian khusus (Litsus) kepada segenap calon
anggota MPR/DPR dengan kriteria hanya yang berkualifikasi
mono loyalitas terhadap dirinya, yang diijjinkan menjadi calon
resmi dari Partai dan Golkar.

2. Menetapkan keluarga Presiden, para pejabat eksekutif beserta
beberapa keluarganya dan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis
keluarga Presiden sebagai calon resmi dari Partai Politik dan
Golkar,

Dalam pelaksanaan UU No. 2 tahun 1983 tentang PEMILU;

a. Presiden Suharto secara subyektif mencoret dan mengganti calon
yang tidak memenuhi persyaratan subyektif dari Partai Politik dan
Golkar.

b. Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuat di kantor-kantor dan
waktu pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan bukan pada hari
libur tetapi hari kerja.

c. Pelaksanaan pemungutan suara, sejumlah pemilih pendukung
Golkar diberi formulir A-B sampai 5-10 lembar seorang

Dalam pelaksanaan UU No. 3 tahun 1983 tentang Partai Politik
dan Golkar, ketentuan yang melarang kegiatan politik partai politik
hanya sampai kabupaten, Sedangkan Golkar secara terbuka melakukan
kegiatan politik sampai desa-desa. Semua pegawai negeri dan warga
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ABRI yang masih aktif maupun pensiun pada semua tingkat jabatan
terbuka melakukan pemaksaan dengan sanksi pada segenap anggota
jajarannya untuk memilih Golkar. Sedangkan Organisasi Masyarakat
(Ormas) menurut UU No.5 tahun 1985 tidak dibolehkan berafiliasi
kepada Partai Politik, tetapi banyak Ormas yang diperbolehkan
berafiliasi kepada Golkar. Undang-undang No. 5 tahun 1985 tentang
Referendum mengatur tidak memungkinkannya diselenggarakannya
referendum karena mempersyaratkan suara 90% dari seluruh peserta
referendum (Universitas Pancasila: 1999:12-13).

Masa Globalisasi

Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto terbuka kesempatan
para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945
untuk dilakukan amandemen. Beberapa pakar yang mengumakan
perlunya perubahan UUD 1945 antaralain:

Laica Marzuki (1999) berpendapat bahwa dalam menuju Indo-
nesia baru yang demokratis, perlu UUD 1945 diamandemen dengan
pertimbanganya adalah:

UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI me-
ngesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rapatnya, tertanggal
18 Agustus 1945, di gedung Pejambon, Jakarta, Ketua PPKI Ir.
Sukamo mengemukakan bahawasanya UUD yang disahkan rapat
adalah UUD yang bersifat sementara dan kelak dibuat UUD yang
lebih lengkap dan sempurna.

UUD 1945 menumbuhkan figur Presiden yang diktatorial, hal
ini terlihat dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Suharto untuk
memegang jabatan Presiden selama 32 tahun, Belajar dari sejarah
Amerika dimana Konstitusi Amerika (1787) semula tidak mem-
batasi masa jabatan Presiden, namun mengalami perubahan yang
disetujui oleh Kongres 12 Maret 1947 yang membatasi jabatan
Presiden dua kali empat tahun.
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Mahkamah Konstitusi perlu dibekali hak menguji undang-undang
(Judicial Review), dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam sys-
tem pemerintahan Presidensial membutuhkan perimbangan
kekuasaan yang cukup kuat pula di pihak Mahkamah Konstitusi,
yakni membekali Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan
pengujian (toetsing) terhadap undang-undang (Judicial review).
Sedangkan pasal 26 ayat (1) dengan undang-undang No.14 tahun
1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman memungkinan
MA melakukan pengujian terhadap peraturan dibawah undang-
undang.

Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru,

memberikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada Presiden, baik
sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga
hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde lama.
Kenyataan ini menurut Muchsan (1999. 3-7) atas dasar indikator
sebagai berikut;

1y

2)
3)

4)
5)

6)
7

Dengan adanya fusi antar partai politik sehingga hanya dua partai
politik dan satu Golkar membrangus sistem demokrasi,

adanya single majority pada, sama dengan one party system,

Secara material Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas,
meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,

Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat
sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya;

MPR yang merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan
merubah UUD;

Secara material jabatan Presiden tidak terbatas;
Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain melakukan politik “yes

”

men—,

Sedangkan menurut pakar Moh. Mahmud MD (1999) berdasar-

kan berbagai studi tentang UUD 1945 tercatat kelemahan-kelemahan
muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin lahimya peme-

Pendidikan Kewarganegaraan



rintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu:

1. Tidak ada mekanisme chek and balances,

2. Terlalu banyaknya atribut kewenangan,

3. Adanya pasal-pasal yang multitafsir,

4. Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara negara).

Sebagai usaha untuk megembalikan kehidupan negara yang ber-
kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, salah satu aspirasi yang
terkandung di dalam semangat reformasi adalah melakukan aman-
demen terhadap UUD 1945, maka pada awal globalisasi MPR telah
mengeluarkan seperangkat ketetapan secara landasan konstitusional-
nya, yaitu:

a. Pencabutan ketetapan MPR tentang Referendum (dengan Tap.
No.VIII/MPR/1998).

b. Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Tap.
No.XIII/MPR/1998).

c. Pernyataan Hak Asasi Manusia (Tap. No.XVII/MPR/1998).

d. Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 dan
Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara
(Tap.No. XVIII/MPR/1998).

e. Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999,

f. Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (Tap.
No.III/MPR/2000).

h. Perubahan Ketiga pada tanggal 1-10 Nopember 2001 dan

i Perubahan keempat (terakhir) UUD 1945 1-11 Agustus 2002.

C.SISTEM POLITIK DAN KENEGARAAN INDONESIA

1. Pengetahuan politik dan sistem politik

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani
Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat
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yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan feia, berarti urusan. Dalam bahasa
Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan
umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian
asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk men-
capai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki
hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan,
arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara
pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-sebaiknya.

Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas
(prinsip), keadaan, cara, dan alat yng digunakan untuk mencapai cita-
cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, yang dalam Bahasa Indo-
nesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan
pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin
terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki.
Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan
negara dan cara melaksanakannya . Pelaksanaan tujuan itu memerlukan
kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut
pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan,
pembagian maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan
kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasan dan wewenang ini
memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama
dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses
pencapaian tujuan, '

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan (policy),
dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh
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dikatakan Negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi
politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan
- Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atu kelompok lain sesuai dengan
keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah
bagimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakanya.

c. Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam
pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil
keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik
adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan
yang diambil menyangkut sector publik dari suatu Negara.

d. Kebijaksanaan Umum
Kebijakan (policy) merupakan svatu kumpulan keputusan yang
diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tuju-
an dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa
masyarakat memiliki bebrapa tujuan bersama yang ingin dicapai
secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang mengikat
yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang
berwenang.

- e, Distribusi

Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasi-

an nilai-nilai (value) dalam masyarakat, Nilai adalah sesuatu yang

diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik mem-

bicarakan bagimana pembagian dan penglokasian nilai secara

mengikat.

2. Pengertian strategi.

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan
sebagai”the art of the general” atau seni seorang panglima panglima
yang biasanya digunakan dalam peperangan.Karl von Clausewitz (1780-
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1831) berpendapat bakhwa strategi adalah penggunaan pertempuran
untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri
merupakan kelanjutan dari politik.

Pada abad modern sekarang penggunaan kata strategi tidak lagi
terbatas pada konsep atau seni perang panglima dalam peperangan ,
tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi
maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah
cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik
merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Rakyat Indonesia. Sesuai
dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus
mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan
masyarakat denga mencantumkan sasarn sektoralnya.

Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi
dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat saat ini
masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol
ialannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR
maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat
terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang
Hankam akan selalu berkembang karena:

a. semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

. Semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

c. Semakin meningkat kemampuan untuk menentukan pilihan dalam
pemenuhan kebutuhan hidup.

d. Semakin meningkat kemampuan untuk mngatasi persoalan
seiiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang
ditunjang oleh kemajuan ifmu pengetahuan dan teknologi.

e. Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
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3. Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik (kebijakan)nasional dalam Negara Republik

Indonesia sebagai berikut :

1.

Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang
menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan undang-
undang dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara
untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan
falsafah Pancasilan dan UUD 1945.

Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan di bawah
tingkat kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruvh
nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-makro strategis
guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang
utama (major area) pemerintahan. Wewenang pengeluaran kebijak-
an khusus ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama depar-
temen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non depar-
temen.

Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari
bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk
mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Kebijakan
teknis ini dilakukan oleh kepala daerah, propinsi dan kabupaten/
kota. Sementara itu terdapat dua macam kekuasaan dalam
Pembuatan Aturan di Daerah.

4. Ketatanegaraan Indonesia

Berdasarkan Perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga

tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang
terdiri dari:
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a. Lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD).

Lembaga eksekutif, yaitu Presiden danWakil Presiden.

c. Lembaga Yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri
dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan
Komisi Yudisial (KY).

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPR Menurut Perubahan UUD 1945, Perbedaan MPR sebelum dan
sesudah Perubahan UUD 1945 dapat dilihat dari bagan berikut:

T ? B

DPR, Utusan Daerah
dan Golongan
Rekrutmen DPR (lewat Pemilu | Seluruh anggota DPR dan DPD
dan diangkat), Utusan | dipilih lewat Pemilu

Daerah dan golongan

Komposisi Anggota DPR dan DPD

yang diangkat
Legislasi Oleh DPR Kekuasaan legislasi ada di DPR,
DPD juga dapat mengajukan
dan membahas RUU berkaitan
dengan otonomi daerah
Kewenangan | Tak terbatas Terbatas tiga, yaitu mengubah

UUD, melantik presiden/wakil
presiden dan impeachment

Pada pasca-Pemilu 2004, Indonesia menjalankan sistem majelis per-
undang-undangan kembar (bikameral), yang mana MPR terdiri atas
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Setelah
dihapuskannya utusan golongan dari komposisi MPR, maka seluruh
anggota MPR dipilih melalui pemilu,
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Presiden -

Kekuasaan Kepala Pemerintahan: Menurut Pasal 4 UUD 1945
Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
undang-undang dasar, artinya Presiden adalah kepala kekuasaan
eksekutif dalam negara. Di dalam menjalankan kewajibannya Presiden
dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Dalam hal ini UUD tidak
menetapkan pembagian tugas yang rinci.

Perubahan Ketiga UUD 1945, pasal 6 ayat (1) berbunyi:
“Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendak sendiri, Pemilihan Presiden secara langsung, prosedur-
nya sesuai dengan pasal 6A UUD 1945 adalah:

1) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilu (6A ayat 2).

2) Pasangan yang mendapat suara lebih lima puluh persen Apabila
ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang
suara terbanyak dipilih oleh rakyat kembali secara langsung,

Pasal 7 menetapkan masa jabatan bagi Presiden dan Wakil
Presiden, ialah selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali. hanya satu kali masa jabatan”. Pemberhentian Presiden,
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,

Kekuasaan Presiden Sebagai Kepala Negara.

Pasal 10 sampai dengan pasal 15 mengatur kekuasaan Presiden
selaku Kepala Negara, ialah:

a. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Udara (pasal 10). Dalam pasal ini tidak disebut-
kan Kepolisian Negara, kedua-duanya diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

b. Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11).
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¢. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12).

d. Mengangkat duta dan konsul dan menerima duta lain (passal 13).
Berdasarkan Perubahan Pertama UUD persetujuan dari DPR.

e. Memberi grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan amnesti dan abolisi
memperhatikan pertimbangan DFR.

f. Memberi gelaran, diatur dengan Undang-Undang.

Dewan Pertimbangan Agung

Berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945 kedudukan, fungsi
dan peranan Dewan Pertimbangan Agung telah dihapuskan dalam ke-
lembagaan negara. Pasal 16 Perubahan Keempat UUD 1945 berbunyi:
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas mem-
berikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya
diatur dengan undang-undang.

Kementerian Negara

Sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UUD 1945 Presiden dibantu
oleh menteri-menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran
kementerian negara diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 pada Bab VI pasal
18, Menurut Penjelasan Pasal 18 UUD 1945:

a. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

b. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah adminis-
trasi yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang.

c. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan
perwakilan daerah, karena di daerah pemerintahan akan bersendi
pada permusyawaratan.

Beberapa pertimbangan supaya Undang-undang ini diganti

104 Pendidikan Kewarganegaraan



dengan UU No. 22 tahun 1999 adalah:

1. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Daerah.

2. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untukperan serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan poten-
si dan keanekaragaman Daerah.

3. Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4. Perlu mengakui serta menghormati hak asal usul Daerah yang
bersifat istimewa.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk
menyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik fuar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan lain-lain.

Untuk mendukung keberhasilan Otonomi Daerah, harus dana
yang mencukupi sebagai sumber penerimaan pelaksanaan desentrali-
sasi yang diatur dengan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan perimbangan

1 Pajak Bumi dan Bangunan 10% 90 %
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 20 % 80 %
3 Sumber Daya Alam (Kehutanan, Pertambangan | 20 % 80 %

Umum dan Perikanan)
4 | Minyak Bumi (setelah dikurangi pajak) 85% |15%
5. Gas Alam (setelah dikurangi pajak) 75 % 25 %
Dewan Perwakilan Rakyat

Setelah Perubahan Pertama UUD 1945 terjadi perubahan ke-
kuasaan DPR, khususnya dalam membuat undang-undang. Kekuasaan
membuat undang-undang yang selama ini dipegang oleh Presiden
dengan persetujuan DPR, berubah menjadi “Dewan Perwakilan
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Rakyat memegang Kekuasaan membentuk undang-undang”
(Perubahan I:pasal 20), sedangkan “Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada DPR” (Perubahan I:5 ayat (1)).
Dalam proses pembuatan undang-undang harus mendapat persetujuan
bersama antara DPR dengan Presiden. Kedudukan DPR berdasarkan

Secara umuin tugas dan wewenang adalah :

1.
2.

— = O 00 ~J
olqn

Ja—

12
13.

bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang.
Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. _
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
APBN dan kebijaksanaan pemerintah.

Membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan
atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden,

Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan
oleh BPK,

Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR kepada
DPR.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut DPR dan
Anggotanya mempunyai hak, yaitu:

hak meminta keterangan (interpelasi),

hak mengadakan penyelidikan (angket),

hak mengadakan perubahan (amandemen),

. hak mengajukan pernyataan pendapat,
. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh

suatu peraturan perundangan,

hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (inisiatif)

hak mengajukan pertanyaan, protokoler dan hak keuangan/ad-
ministrative.

Dewan Perwakilan Rakyat berkewajiban senantiasa mengawasi

tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Dalam
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Tap MPR No. III/MPR /1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata
Kerja Lembaga Tertinggi I‘:Iegara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga
Tinggi Negara menetapkan, bahwa jika DPR menganggap Presiden
sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan
memorandum mengingatkan Presiden. Berdasarkan perubahan
keempat UUD 1945 seluruh anggota DPR harus dipilih melalui
pemilihan umum. Dengan demikian TNI/Polri untuk pemilihan
umum 2004 telah keluar dari DPR.

Dewan perwakilan Daerah

Sesuai dengan perubahan UUD 1945, Dewan perwakilan daerah
merupakan salah satu dari kelembagaan negara, yang diatur dalam
pasal 22C dan 22D. dengan ketentuannya adalah:

1) Keanggotaannya, dipilih melalui pemilihan umum,

2) Persidangan, sedikitnya sekali dalam satu tahun,

3) Kewenangannya, mengajukan kepada DPR rancangan undang-
undang berkaitan dengan otonomi daerah. '

4) Kepengawasan, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan

Ketentuan tentang BPK diatur dalam pasal 23E, 23F dan 23G
Perubahan UUD 1945. Pada intinya BPK adalah badan yang bebas
dan mandiri, keanggotaanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinannya dipilih
oleh anggotanya. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki
perwakilan di setiap propinsi.

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lainnya adalah
pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah. Salah satu jaminan bagi kebebasan
kekuasaan kehakiman itu antara lain terletak pada jaminan kedudukan
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hakim yang harus diatur dengan undang-undang (pasal 25).
Lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan masing-masing undang-
undangnya adalah :

Peradilan umum (UU No.2/1986),
Peradilan Agama (UU NQO.7.1989).
Peradilan Militer (UU No.5/1950),
Peradilan Tata Usaha negara (UU No.5/1986).

Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan Perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman diatur
dengan pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25.

Mahkamah Agung, yaitu:

1) Wewenangnya adalah mengadili tingkat kasasi. Dan memguji
peraturan perundang-undang dibawah undang-undang,

2) Calon hakim hakim diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR
dan ditetapkan oleh Presiden.

Komisi Yudisial, yaitu: _
1) Kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan menjaga kehormatan hakim,

2) Keanggotaan, diangkat dan diperhentikan Presiden atas persetujuan
DPR

Mahkamah Konstitusi

1) Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus-
kan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran
partai politik dan perselisihan hasil pemilu.

2) Kewajibannya memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar.

3) Keanggotaannya, sembilan anggota hakim yang ditetapkan oleh
Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga
orang oleh DPR dan tiga orang dari Presiden. Ketua dan wakilnya
dipilih dari dan oleh anggota.
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Perubahan Sistem Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945

Dalam perubahan pasal-pasal tentang kelembagaan negara tidak
lepas dari konteks dari reaksi keadaan sosial politik masyarakat, sehingga
mempengaruhi substansi perubahan Beberapa pasal reaktif tersebut
menurut pengamat politik yang diwawancarari oleh harian Kompas

adalah antara lain terlihat dalam tabel berikut:

Beberapa Pasal Reaktif |

Konteks Sosial-Politik

Pasal 3 Perubahan Ketiga:

MPR berwenang mengubah dan me-
netapkan undang-undang dasar

Pada awalnya kewenangan MPR hanya
menetapkan UUD. Ketika kelompok
masyarakat usul pembentukan Komisi
Konstitusi dan  mempermasalahkan
kewenangan MPR, pasal itu dirubah.

Pasal 7C Perubahan Ketiga:

Presiden tidak dapat membekukan
dan/atau membubarkan DPR

Wacana Presiden Abdurrahman Wahid
membekukan DPR melalui dekrit Pre-
siden dan kemudian dekrit itu dikeluar-
kan dengan pembekuan DPR

Pasal 13 Perubahan Pertama:

Presiden menerima penempatan duta
dengan lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR

Sepak terjan Duber AS Robert Gelbard
sering kontraversial sehingga menimbul-
kan reaksi dari DPR.

Pasal 22D Soal Kewenangan DPD
mengajukan RUU kepada DPR yang
berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dengan daerah dsb.

Pada awalnya Tim Ahli mengusulkan
kesetaraan antara DPR dan DPD dalam
pengusulan RUU. Jadinya DPD
menjadi subordinat DPR karena resis-
tensi dari DPD

Pasal 24C Perubahan Ketiga:

Mahkamah Konstutusi mempunyai
sembilan orang anggota hakim yang
ditetapkan oleh Presiden yang diajukan
masing-masing 3 orang dari DPR,
Presiden dan MA.

Usulan Tim Ahli sembilan hakim
konstitusi diusulkan Presiden dengan
mendapatkan konfirmasi dari DPR.

Berdasarkan perubahan pasal-pasal UUD 1945 tentang kelem-
bagaan negara, maka struktur kelembagaan negara tentu akan meng-
alami perubahan, Qleh sebab itu pada bagian ini kita akan menjelaskan
dalam bentuk bagan perbandingan kelembagaan negara sebelum dan
sesudah terjadinya perubahan UUD 1945,
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